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ABSTRACT 

 

Inventories are current assets in the form of goods intended to support operational activities. The 

existing inventories in government agencies, of course, get accounting treatment. Guidelines used 

by Government Agencies are the Statement of Government Accounting Standards (PSAP) No. 05 

regarding Inventory. Every financial report that has been made by a Government Agency will 

certainly be accountable to the Government in an area. Representatives of the BKKBN for East 

Java Province are government agencies working in the service sector, especially in overcoming 

the population explosion in East Java. The BKKBN representative for East Java Province has a 

warehouse to store supplies for operations, including supplies of contraceptives. The problem 

encountered at the BKKBN Representative Office for East Java Province was a mismatch in the 

presentation and disclosure of contraceptive supplies. This research method uses descriptive 

qualitative research, namely the results will be displayed in the form of sentences or descriptions 

of what is observed. The object of this research uses data for the current year 2020. Types of data 

used are primary and secondary data. The results of this study were the representatives of the 

BKKBN of East Java Province did not issue a damaged or obsolete contraceptive stock value and 

did not explain the actual condition when there was a damaged or obsolete contraceptive stock. 

 

Keywords: supplies, contraceptives, bkkbn, East Java, psap no. 05 

 

PENDAHULUAN 

 

 Setiap Instansi Pemerintah tentu tidak 

jauh dari kegiatan Akuntansi Pemerintah. 

Instansi Pemerintah tidak jauh dari lingkup 

politik, namun lingkup ekonomi tidak dapat 

diabaikan. Setiap Instansi Pemerintah dalam 

melaksanakan kegiatan operasional tentu 

didukung dengan adanya persediaan. 

Persediaan ini biasanya didapatkan dengan 

cara membeli atau mendapatkan distribusi 

dari pusat. Instansi Pemerintah pasti akan 

melakukan pencatatan atas persediaan yang 

didapatkan dengan acuan yang ada. Instansi 

Pemerintah dalam hal ini menganut Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP). Perlakuan 

persediaan untuk pemerintah sudah 

ditetapkan di dalamnya. Akuntansi 

pemerintah yang digunakan yaitu berbasis 

akrual.  
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Perwakilan Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi 

Jawa Timur adalah Instansi Pemerintah yang 

bergerak di bidang jasa atau lebih tepatnya 

pelayanan dalam menanggulangi 

meledaknya penduduk di Jawa Timur. 

Permasalahan yang ada di Perwakilan 

BKKBN Provinsi Jawa Timur ini adalah 

ketidaksesuaian penyajian dan 

pengungkapan pada persediaan. Menurut 

PSAP No. 05, persediaan dalam keadaan 

usang atau rusak tidak dapat disajikan dalam 

neraca serta harus diungkapkan pada Catatan 

atas Laporan Keuangan (CaLK). Faktanya 

pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa 

Timur, persediaan alat kontrasepsi yang 

usang atau rusak disajikan dalam neraca dan 

tidak diungkapkan pada CaLK.  

 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui perlakuan akuntansi 

persediaan alkon dalam hal pengakuan, 

pengukuran, pengungkapan, dan penyajian 

pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa 

Timur dan untuk mengetahui terdapat 

ketidaksesuaian antara perlakuan akuntansi 

persediaan alkon pada Perwakilan BKKBN 

Provinsi Jawa Timur dan perlakuan akuntansi 

persediaan pada PSAP No. 05. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Definisi Persediaan 

Standar Akuntansi Pemerintahan 

(2005) mendefinisikan persediaan sebagai 

berikut: 

 

“Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk 

barang atau perlengkapan yang dimaksudkan 

untuk mendukung kegiatan operasional 

pemerintah dan barang-barang yang 

dimaksudkan untuk dijual dan/atau dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat”. 

 

 

 

Pengakuan Persediaan 

 Persediaan diakui pada saat potensi 

manfaat ekonomi masa depan diperoleh 

pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya 

yang dapat diukur dengan andal. Persediaan 

diakui pada saat diterima atau hak 

kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya 

berpindah 

 

Pengukuran Nilai Persediaan 

Pada saat melakukan pengukuran 

nilai persediaan, menurut Mursyidi (2009) 

terdapat acuan bahwa persediaan disajikan 

sebesar: 

1) Biaya perolehan apabila diperoleh 

dengan pembelian. Biaya perolehan 

persediaan meliputi harga pembelian, biaya 

pengangkutan, biaya penanganan dan biaya 

lainnya yang secara langsung dapat 

dibebankan pada perolehan persediaan; 2) 

Biaya standar apabila diperoleh dengan 

memproduksi sendiri. Biaya standar 

persediaan meliputi biaya langsung yang 

terkait dengan persediaan yang diproduksi 

dan biaya tidak langsung yang dialokasikan 

secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran 

yang digunakan pada saat penyusunan 

rencana kerja dan anggaran; 3) Nilai wajar, 

apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti 

donasi/rampasan. Harga/nilai wajar 

persediaan meliputi nilai tukar asset atau 

penyelesaian kewajiban antar pihak yang 

memahami dan berkeinginan melakukan 

transaksi wajar. 

 

Pencatatan Persediaan 

Menurut Rahmono & Sholihin 

(2017), Pencatatan persediaan Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013 mengatur. 

a) Metode Perpetual, untuk jenis 

persediaan yang sifatnya continue 

membutuhkan control yang besar, seperti 

obat-obatan. Metode perpetual, pencatatan 

dilakukan setiap ada persediaan yang masuk 

dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan 

selalu ter-update; b) Metode Periodik, untuk 
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persediaan yang penggunaannya sulit 

diidentifikasi, seperti alat tulis kantor (ATK). 

Metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada 

saat terjadi penambahan, sehingga tidak 

meng-update jumlah persediaan. Jumlah 

persediaan akhit diketahui dengan melakukan 

stock opname. 

 

Metode penilaian persediaan dapat 

dilakukan dengan empat cara yaitu 

identifikasi khusus, rata-rata, LIFO dan 

FIFO. Metode Identifikasi Khusus 

mensyaratkan bahwa setiap barang yang 

disimpan harus secara khusus sehingga biaya 

per unitnya dapat diidentifikasi setiap waktu. 

Metode ini memungkinkan diperlukan nya 

identifikasi setiap waktu. Metode Rata-Rata 

dalam metode ini barang-barang yang 

dipakai atau dijual dibebani harga pokok rata-

rata perhitungan harga pokok rata-rata 

dilakukan dengan cara membagi jumlah 

harga perolehan dengan kuantitasnya. 

Metode FIFO mengasumsikan bahwa 

barang-barang yang digunakan sesuai dengan 

urutan pembeliannya. Metode ini 

mengasumsikan bahwa karang pertama dibeli 

adalah barang yang pertama digunakan atau 

dijual. Keunggulan FIFO adalah 

mendekatkan persediaan akhir dengan biaya 

berjalan. Kelemahan dari FIFO adalah bahwa 

biaya berjalan tidak dibandingkan dengan 

pendapatan berjalan pada laporan laba rugi. 

Metode LIFO memandikan biaya dari 

barang-barang yang paling akhir dibeli 

terhadap pendapatan. Persediaan akhir akan 

ditentukan dengan menggunakan unit total 

sebagai dasar perhitungan dengan 

mengabaikan tanggal-tanggal pembelian 

yang terlibat. Perusahaan akan memilih 

metode yang bisa memberikan keuntungan, 

berupa pembayaran pajak yang relatif lebih 

kecil. 

 

Pada awal PSAK 14 (1994) ada tiga 

metode yang diakui FIFO, LIFO dan metode 

rata-rata. Sejak tahun 2009 PSAK Indonesia 

melarang metode LIFO yang digunakan oleh 

perusahaan karena sedikit demi sedikit mulai 

mengadopsi IFRS (International Financial 

Reporting Standar) yang dikeluarkan oleh 

Badan Standar Akuntansi Internasional 

(IASB) yang bertujuan untuk 

mengharmonisasikan standar akuntansi 

internasional. Undang-Undang Pajak 

Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 juga 

hanya memperbolehkan menggunakan 

metode FIFO dan rata-rata dan tidak 

menggunakan metode LIFO. Ada beberapa 

alasan larangan penggunaan metode LIFO 

yaitu: 

a) Penggunaan LIFO lebih banyak 

dimaksudkan untuk menghindari (menunda) 

kewajiban pajak terutama ketika inflasi 

daripada kepentingan ekonomi. Secara teori 

memang kewajiban pajak termasuk tersebut 

hanya tertunda sementara, namun selamat 

terus terjadi inflasi, maka penundaan pajak 

tersebut akan tetap dan mungkin bertambah 

yang kemudian akan menyebabkan 

penundaan pajak menjadi permanen; b) LIFO 

Reserve yang disajikan dalam laporan 

keuangan seringkali dinilai lebih rendah 

daripada yang sebenarnya terjadi. Ada 

indikasi kecurangan yang dinilai oleh para 

analisis pajak. Hal ini menyebabkan LIFO 

semakin dinilai hanya mengejar keuntungan 

tax-saving. Oleh karena itu para analisis 

pajak tersebut berpendapat bahwa LIFO 

sebaiknya dihapuskan. 

 

Penilaian persediaan PSAP Nomor 05 

mengatur bahwa entitas pemerintahan dapat 

menggunakan: 

a) Metode sistematis seperti FIFO atau 

rata-rata tertimbang; b) Harga pembelian 

terakhir apabila setiap unit persediaan 

nilainya tidak material dan bermacam-

macam jenis. 
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Pencatatan Beban Persediaan 

 Menurut Rahmono & Sholihin (2017) 

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban 

persediaan, yaitu pendekatan aset dan 

pendekatan beban. Pada pendekatan aset, 

pengakuan beban persediaan diakui ketika 

persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. 

Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-

persediaan yang maksud penggunannya 

untuk selama satu periode akuntansi atau 

untuk maksud berjaga-jaga. Pada pendekatan 

beban, setiap pembelian persediaan akan 

langsung dicatat sebagai beban persediaan 

(beban persediaan di debit). Pendekatan 

beban digunakan untuk persediaan yang akan 

segera digunakan misalnya untuk suatu 

kegiatan seperti seminar, pelatihan, dan 

sebagainya. 

 

Penyajian dan Pengungkapan Persediaan 

 Menurut Mursyidi (2009), Persediaan 

disajikan dalam laporan neraca sebagai aset 

lancar. Akun tandingannya adalah akun 

“Cadangan Persediaan” sebagai komponen 

akun ekuitas lancar. Persediaan dengan 

kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan 

dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan. Selain 

disajikan dalam neraca yang mencerminkan 

penggunaan akun dan nilai persediaan, juga 

diungkapkan dalam catatan atas laporan 

keuangan (CaLK), misalnya mencakup 

pengungkapan kebijakan akuntansi yang 

digunakan dalam pengukuran persediaan 

apakah menggunakan harga perolehan, biaya 

standar atau nilai wajar; penjelasan mengenai 

barang atau perlengkapan yang digunakan 

dalam pelayanan masyarakat, barang atau 

perlengkapan yang digunakan dalam proses 

produksi, barang yang disimpan untuk dijual 

atau diserahkan kepada masyarakat, dan 

barang yang masih dalam proses produksi 

yang dimaksudkan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat; penjelasan 

tentang kondisi persediaan misalnya 

persediaan yang rusak, using atau kadaluarsa. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Desain Penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 

kualitatif deskriptif adalah penelitian yang 

menggunakan data yang dikumpulkan 

berbentuk kata-kata, bukan angka-angka 

(Danim, 2002).  

 

Batasan objek penelitian ini adalah 

penyajian dan pengungkapan terhadap 

persediaan alat kontrasepsi pada Instansi 

terkait. Dokumen yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah periode laba tahun 

berjalan tahun 2020. Tujuan Batasan objek 

ini untuk membantu peneliti agar lebih 

terfokus pada satu hal yang hendak diteliti. 

 

Jenis data dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang dapat dikumpulkan atau 

diperoleh langsung oleh peneliti atau 

sumbernya dengan menggunakan metode 

pengumpulan data yang sesuai. Sedangkan 

data sekunder adalah data yang secara tidak 

langsung dikumpulkan atau tidak diusahakan 

sendiri pengumpulannya oleh peneliti, data 

sekunder juga berupa dokumen-dokumen. 

(Syafi'i, 2005). Jenis data yang digunakan 

oleh peneliti adalah data primer dan 

sekunder. Data primer melalui wawancara, 

lalu data sekunder melalui dokumen-

dokumen seperti neraca, jurnal transaksi, 

kartu persediaan, catatan barang masuk dan 

catatan barang keluar yang telah disiapkan 

oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur. 

 

Penelitian ini bersifat penemuan, oleh 

karena itu peneliti harus berwawasan luas 

untuk bertanya, observasi lalu menganalisis 

data yang digunakan. Adapun cara 

pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti: a) Observasi yang digunakan oleh 

peneliti adalah observasi non-partisipan. 
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Peneliti mengumpulkan data dengan 

mencatat secara umum dari kasus yang 

diteliti. Peneliti turut serta dalam aktivitas 

tersebut, namun hanya hadir dan mengamati; 

b) Peneliti melakukan wawancara yang 

terstruktur, yaitu peneliti melakukan 

wawancara dengan menetapkan pertanyaan-

pertanyaan yang sudah dirancang sebelum 

hari saat wawancara. Wawancara dilakukan 

dengan narasumber yaitu Bapak Aditya 

Surya sebagai Unit Akuntansi Kuasa 

Penggunaan Barang (UA KPB) dan Bapak 

Budi Darmawan Sujasena sebagai Bendahara 

Material; c) Melalui metode dokumentasi, 

peneliti mendokumentasikan seperti neraca, 

jurnal transaksi, kartu persediaan, catatan 

persediaan masuk dan keluar guna untuk 

diteliti lebih lanjut. 

 

Teknik Analisis Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: Memeriksa 

kembali apakah semua pertanyaan peneliti 

saat wawancara sudah terjawab oleh 

narasumber; Mengolah jawaban dari 

narasumber dengan cara membuat tabulasi 

dan disusun dengan rapi; Mengidentifikasi 

jawaban narasumber serta menganalisis 

sebab sebab terjadinya ketidaksesuaian 

perlakuan persediaan pada Instansi dengan 

PSAP 05 Persediaan; Menganalisis jawaban 

narasumber dengan data sekunder apakah 

terdapat kesesuaian atau tidak; Menganalisis 

data sekunder dengan PSAP 05 Persediaan; 

Membuat kesimpulan dari hasil analisis. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Subyek Penelitian 

 Perwakilan Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi 

Jawa Timur adalah Instansi Pemerintah yang 

bergerak di bidang jasa atau lebih tepatnya 

pelayanan dalam menanggulangi 

meledaknya penduduk di Jawa Timur. 

Agenda yang sering dilakukan oleh BKKBN 

Provinsi Jawa Timur adalah Perjalanan Dinas 

yang berkaitan dengan penyuluhan tentang 

cara mencegah meledaknya penduduk 

dengan cara suntik KB, pemakaian alat 

kontrasepsi, MOW, MOP, dan sebagainya. 

Perwakilan Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi 

Jawa Timur beralamat di Jl. Airlangga N0. 

31-33 Surabaya, Jawa Timur. Perwakilan 

Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana (BKKBN) Provinsi Jawa Timur 

memiliki filosofi menggerakkan peran serta 

masyarakat dalam keluarga berencana. Selain 

itu Perwakilan Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi 

Jawa Timur juga memiliki strategi yaitu 

Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh 

Masyarakat dalam program KB, Menata 

Kembali Pengelolaan Program KB, 

Memperkuat SDM Operasional Program KB, 

Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga, Meningkatkan Pembiayaan 

Program KB. 

 

 Susunan Organisasi dalam 

Perwakilan Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi 

Jawa Timur yaitu dipimpin oleh Ketua, 

kemudian dibantu oleh Sekrtaris Badan, 

selain itu Ketua dibantu juga oleh Sub Bidang 

Perencanaan, Sub Bidang Umum dan Humas, 

Sub Bidang Keuangan dan BMN, Sub 

Bidang Kepegawaian dan Hukum, Sub 

Bidang Administrasi Pengawasan.  

 

 Selain itu, Kepala Perwakilan Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana 

(BKKBN) Provinsi Jawa Timur juga 

langsung membawahi Bidang Pengendalian 

Penduduk, Bidang Kelaurga Berencana dan 

Kesehatan Reproduksi, Bidang Keluarga 

Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, 

Bidang Advokasi, Pengerakan, dan 

Informasi, Bidang Pelatihan dan 

Pengembangan, dan Diklat KBB Malang. 
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Hasil Penelitian 

 

 Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa 

Timur mendefinisikan persediaan alat 

kontrasepsi sebagai penunjang kegiatan 

BKKBN Provinsi Jawa Timur yaitu program 

pengaturan kehamilan agar tidak meledaknya 

penduduk di Jawa Timur serta menjadi 

barang yang disimpan lalu di distribusikan 

kepada pihak ketiga (38 OPD KB, BKKBN 

Provinsi lain, Rumah Sakit, Puskesmas). 

 

Pengakuan Persediaan 

 Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa 

Timur mengakui persediaan alat kontrasepsi 

pada saat persediaan tersebut sudah diinput 

pada aplikasi akuntansi persediaan 

(UAKPB). Ketika persediaan belum diinput 

ke dalam aplikasi maka belum diakui sebagai 

barang milik negara. 

 

Pengukuran Persediaan 

 Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa 

Timur memperoleh persediaan alat 

kontrasepsi melalui dua cara yaitu, 

pengadaan barang dan mendapat transfer 

masuk dari BKKBN Pusat atau Provinsi 

Lain. Tetapi, cara yang sering dilaksanakan 

yaitu pengadaan barang. Jadi, Perwakilan 

BKKBN Provinsi Jawa Timur mengukur 

nilai persediaan alat kontrasepsi yaitu 

menggunakan biaya perolehan. 

 

Ketika Perwakilan BKKBN Provinsi 

Jawa Timur menerima transfer masuk 

persediaan alat kontrasepsi juga mengukur 

dengan biaya perolehan. Hal ini juga berlaku 

ketika Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa 

Timur melaksanakan transfer keluar 

persediaan alat kontrasepsi maka pengukuran 

yang digunakan yaitu biaya perolehan. 

 

Pencatatan Persediaan 

Pencatatan Saat Pembelian 

 Pencatatan yang diterapkan yaitu 

menggunakan metode perpetual. Setiap item 

alat kontrasepsi dan alat kesehatan terdapat 

kartu persediaan untuk mengetahui aktivitas 

masuk keluar persediaan alkon. Pada saat 

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 

melaksanakan pengadaan barang alkon yang 

senilai kurang dari satu juta rupiah maka 

dicatat sebagai Belanja Bahan. Misalnya 

pada saat pengadaan kondom atau copper T 

IUD dicatat sebagai Belanja Bahan karena 

bernilai kurang dari satu juta rupiah dan 

penggunaannya tidak melebihi satu tahun. 

Ketika pengadaan barang alat kesehatan yang 

bernilai lebih dari satu juta rupiah dan 

penggunaan di atas satu tahun maka dicatat 

sebagai Belanja Modal. Misalnya pada saat 

pengadaan Kursi untuk pemasangan alat 

kontrasepsi dicatat sebagai Belanja Modal 

karena bernilai di atas satu juta rupiah dan 

penggunaannya di atas satu tahun. 

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 

juga menerapkan metode perpetual yang juga 

menggunakan kartu persediaan untuk setiap 

jenis persediaan alat kontrasepsi dan alat 

kesehatan. 

 

 Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa 

Timur menggunakan metode First In First 

Out (FIFO) pada saat akan mengeluarkan 

persediaan alkon dari gudang. Ketika 

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 

akan melakukan distribusi alat kontrasepsi 

kepada BKKBN Provinsi lain maka yang 

dikeluarkan yaitu barang yang pertama kali 

masuk ke dalam gudang. Maka pengeluaran 

persediaan alat kontrasepsi ini didasarkan 

dengan tanggal pembelian dan harga 

pokoknya telah disesuaikan dengan harga 

beli yaitu acuan harga yang ada di Perwakilan 

BKKBN Provinsi Jawa Timur. 

 

Contoh pada saat Perwakilan 

BKKBN melakukan pengadaan barang pada 

Bulan Mei 2020 yaitu Copper T (IUD) 
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sebesar Rp 587.812.500. Maka dicatat 

sebagai berikut: 

Jurnal Finansial: 

(D) Persediaan Rp 587.812.500 

(K) Kas  Rp 587.812.500 

Jurnal Realisasi Anggaran: 

(D) Belanja Bahan    

 Rp 587.812.500 

(K) Perubahan Saldo Anggaran Lebih

 Rp. 587.812.500 

 Pada jurnal realisasi anggaran di sisi 

debit masuk akun Belanja Bahan karena 

harga satuan Copper T (IUD) tidak melebihi 

satu juta rupiah dan penggunaannya tidak 

melebihi satu tahun. 

 

Pencatatan Beban Persediaan 

 Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa 

Timur dalam mencatat beban persediaan 

dengan pendekatan aset. Pendekatan aset 

diterapkan karena pada saat pembelian 

dicatat sebagai Persediaan (Aset Lancar). 

Contoh berkaitan dengan sebelumnya, ketika 

Copper T (IUD) telah digunakan sebesar Rp 

21.816.380, maka dicatat periode bulan Mei 

2020 sebagai berikut: 

 

(D) Beban Persediaan Rp 21.816.380 

(K) Persediaan  Rp 21.816.380 

 

Penyajian dan Pengungkapan Persediaan 

 Persediaan alat kontrasepsi di 

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 

disajikan di dalam neraca dan menjadi satu 

dengan persediaan lainnya seperti Alat Tulis 

Kantor (ATK), tetapi pada saat diinput dalam 

aplikasi akuntansi persediaan tetap dibedakan 

dengan kode akun. Perwakilan BKKBN 

Provinsi Jawa Timur menyajikan seluruh 

persediaan alkon di dalam neraca tanpa 

memisahkan persediaan alkon yang dalam 

kondisi rusak atau using. 

 

 Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa 

Timur mengungkapkan persediaan alat 

kontrasepsi di dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK), tetapi tidak menjelaskan 

bagaimana kondisi dari persediaan alat 

kontrasepsi tersebut. Pada pengungkapan 

persediaan tidak dijelaskan dalam kondisi 

baik, rusak berat, rusak ringan, atau usang. 

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 

tidak menjelaskan kondisi dari persediaan 

karena ideal persediaan harus habis dalam 

waktu satu tahun, meskipun alkon yang tidak 

dapat habis dalam waktu satu tahun tetap 

diungkapkan dalam kondisi baik. Hal ini 

dikarenakan penyajian persediaan ATK dan 

persediaan alkon yang menjadi satu akun di 

akun persediaan di dalam neraca. 

 

Pembahasan 

Pengakuan Persediaan 

 Berdasarkan teori persediaan diakui 

pada saat persediaan tersebut telah berpindah 

kekuasaan dan memiliki potensi manfaat 

ekonomi masa depan diperoleh pemerintah 

dan mempunyai nilai yang dapat diukur 

secara andal. Perwakilan BKKBN Provinsi 

Jawa Timur telah sesuai dengan teori, ketika 

melaksanakan pengadaan barang dan saat 

barang telah datang maka langsung diinput di 

dalam Aplikasi Akuntansi Persediaan (UA 

KPB), dan pada saat diinput telah 

menandakan bahwa kekuasaan persediaan 

telah berpindah. 

 

Pengukuran Persediaan 

 Pengadaan barang merupakan cara 

paling utama yang dilaksanakan oleh 

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, 

dan pengadaan barang ini menerima dari 

supplier yang secara otomatis menggunakan 

biaya perolehan. Menurut teori, terdapat tiga 

acara pengukuran yaitu menggunakan biaya 

perolehan, biaya standar, dan nilai wajar. 

Pengukuran yang dilaksanakan Perwakilan 

BKKBN Provinsi Jawa Timur telah sesuai 
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dengan teori yaitu menggunakan biaya 

perolehan yang meliputi harga pembelian, 

biaya pengangkutan, potongan harga, dan 

lain sebagainya. Hal ini juga berlaku pada 

saat transfer keluar pada saat Perwakilan 

BKKBN Provinsi Jawa Timur transfer ke 

BKKBN Provinsi lain dengan biaya 

perolehan. 

 

Pencatatan Persediaan 

Pencatatan Saat Pembelian 

 Pencatatan yang diterapkan oleh 

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 

yaitu menggunakan metode perpetual. 

Gudang Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa 

Timur menyediakan kartu persediaan untuk 

setiap item alkon dan alkes. Menurut teori, 

untuk jenis persediaan yang sifatnya 

membutuhkan kontrol yang besar seperti 

obat-obatan, maka menggunakan metode 

perpetual. Secara konsep dan praktik di 

lapangan telah terdapat kesesuaian antara 

teori dengan Perwakilan BKKBN Provinsi 

Jawa Timur. 

Menurut teori, pencatatan persediaan 

metode perpetual pada saat pembelian: 

Tabel 4.1 

Perbandingan Pencatatan saat Pembelian 

PSAP No. 05 
Perwakilan BKKBN 

Prov. Jatim 

(D) Persediaan 

 

 

 

 

 

(K) Kas 

(D) Barang 

       Persediaan 

       Lainya untuk 

       Dijual/Diserah- 

       kan ke Masyara- 

       kat 

(K) Kas 

 

 Akun “Barang Persediaan Lainnya 

untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat” 

pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa 

Timur diartikan sama dengan akun 

“Persediaan” pada teori. Maka telah terdapat 

kesesuaian antara teori dengan lapangan. 

 

Pencatatan Beban Persediaan 

Menurut teori, terdapat dua 

pendekatan pengakuan beban yaitu 

pendekatan aset dan pendekatan beban. 

Pendekatan yang diterapkan oleh Perwakilan 

BKKBN Provinsi Jawa Timur adalah 

pendekatan aset. Jika dibandingkan dengan 

teori telah terdapat kesesuaian, seperti tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.2 

  Perbandingan Pencatatan Beban Persediaan 

PSAP No. 05 
Perwakilan BKKBN 

Prov. Jatim 

(D) Beban 

      Persediaan 

 

 

 

 

(K) Persediaan 

(D) Beban Persediaan 

       Barang Persediaan 

       Lainnya Untuk Dijual 

       atau Diserahkan 

       kepada Masyarakat 

 

(K) Barang Persediaan 

       Lainnya untuk 

       Dijual/Diserahkan 

       ke Masyarakat 

 

Penyajian dan Pengungkapan Persediaan 

Penyajian yang dilaksanakan oleh 

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 

secara teori sudah sesuai yaitu ditampilkan 

pada neraca dengan akun persediaan. Pada 

praktiknya terdapat perbedaan antara teori 

dan praktik. Menurut teori, persediaan alkon 

yang rusak atau usang nilainya harus 

dikeluarkan terlebih dahulu, sehingga nilai 

yang tersaji di dalam neraca, nilai yang telah 

bersih atau nilai dari persediaan yang 

kondisinya sangat baik. Tetapi, pada 

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 

tidak melaksanakan seperti yang ada pada 

teori. Hal ini disebabkan, menurut 

narasumber, bahwa persediaan idealnya 

digunakan dalam kurun waktu satu tahun. 

Tetapi, persediaan alkon memiliki berbagai 

macam item maka tidak mungkin untuk 
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mengeluarkan alkon dalam waktu satu tahun. 

Misalkan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa 

Timur melaksanakan pengadaan barang 

bulan Januari maka maksimal di keluarkan 

pada bulan Desember di tahun yang sama. 

Hal ini tentu tidak memungkinkan untuk 

mengeluarkan di tahun yang sama, maka 

praktiknya saat menyajikan persediaan di 

neraca tidak mengeluarkan persediaan yang 

kondisinya rusak atau usang. 

 

Jika ditinjau dari angka yang 

disajikan pada neraca terdapat perbedaan 

antara praktiknya dengan teori. Berikut 

perbandingan antara teori dan wawancara 

narasumber. 

 

“Tetap dihitung, baik rusak, rusak ringan, 

rusak berat tetap harus masuk (Neraca)” 

(Bapak Aditya Surya. Wawancara tanggal 

26 Juni 2020) 

 

Pernyataan dari narasumber tersebut 

menjelaskan bahwa ketika terdapat 

persediaan alkon yang rusak tidak dihitung 

nilainya dan dianggap semua persediaan 

alkon dalam kondisi baik. Hal ini sulit 

dibuktikan dengan angka persediaan alkon 

yang rusak karena adanya keterbatasan data 

yang diperoleh. Pernyataan dari narasumber 

berbanding terbalik dengan teori PSAP No. 

05 yang berbunyi. 

 

“Persediaan dengan kondisi rusak atau 

usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan” 

 

Maka dari itu, terdapat perbedaan 

angka pada saat penyajian dalam neraca yang 

sedikit menonjol pada lapangan dan teori, 

dikarenakan praktik yang belum sesuai. 

Berdasarkan perbandingan pernyataan di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan pada nilai di lapangan dan nilai 

pada teori. 

 

Perlakuan selanjutnya yaitu 

pengungkapan persediaan alkon di Catatan 

atas Laporan Keuangan (CaLK). Berdasarkan 

teori bahwa di dalam CaLK terdapat poin-poin 

yang harus disajikan, yaitu kebijakan 

akuntansi yang digunakan dalam pengukuran, 

penjelasan lebih lanjut tentang persediaan, dan 

poin yang terakhir yaitu kondisi persediaan. 

Secara umum, persediaan alkon telah 

diungkapkan dengan baik, tetapi terdapat 

perbedaan dengan teori yaitu Perwakilan 

BKKBN Provinsi Jawa Timur belum 

menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya 

dari persediaan alkon. Ketika terdapat 

persediaan alkon yang rusak atau usang 

seharusnya dijelaskan di dalam neraca, tetapi 

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 

belum menjelaskan kondisi persediaan alkon 

dengan detail. Hal ini dibuktikan dengan 

pernyataan narasumber sebagai berikut 

 

“Tidak. Kalau rusak berat ringan itu di 

persediaan tidak dicatat (di dalam CaLK)” 

(Bapak Aditya Surya. Wawancara tanggal 26 

Juni 2020) 

 

Pernyataan dari narasumber tersebut berbeda 

dengan teori yang berbunyi 

 

“Penjelasan tentang kondisi persediaan 

misalnya persediaan yang rusak, usang atau 

kadaluarsa” 

 

Maka dari itu, dapat disimpulkan 

bahwa dalam pengungkapan kondisi 

persediaan alkon di CaLK belum sepenuhnya 

benar atau belum dijelaskan secara 

mendetail. Berikut tabel ringkasan 

perbandingan penyajian dan pengungkapan 

antara Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa 

Timur dan PSAP No. 05. 
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Tabel 4.3 
Ringkasan Perbandingan saat Penyajian dan 

Pengungkapan 

PENYAJIAN 

PSAP No. 05 

Perwakilan 

BKKBN Prov. 

Jatim 

Nilai persediaan 

alkon yang rusak 

dipisah dan tidak 

dimasukkan di 

neraca 

Nilai persediaa 

alkon yang rusak 

tidak dipisah dan 

dimasukkan di 

neraca 

PENGUNGKAPAN 

PSAP No. 05 

Perwakilan 

BKKBN Prov. 

Jatim 

Menjelaskan 

kondisi 

persediaan 

dengan detail, 

kondisi baik, 

rusak, usang atau 

kadaluarsa 

Tidak 

menjelaskan 

kondisi dari 

persediaan 

dengan detail. 

Semua persediaan 

alkon dianggap 

baik 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilaksanakan pada Perwakilan BKKBN 

Provinsi Jawa Timur telah tercapainya tujuan 

yang telah disampaikan pada Bab 1 yaitu 

mengetahui perlakuan akuntansi persediaan 

alat kontrasepsi dalam hal pengakuan, 

pengukuran, pengungkapan, dan penyajian 

pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa 

Timur. Tujuan lain yaitu mengetahui 

kesesuaian antara teori dan lapangan. Maka 

diperoleh suatu kesimpulan bahwa perlakuan 

akuntansi atas persediaan alat kontrasepsi di 

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 

sebagai berikut: 

1) Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 

mengakui persediaan alat kontrasepsi pada 

saat barang telah diinput pada Aplikasi 

Akuntansi Persediaan (UAKPB); 2) 

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 

melaksanakan pengukuran dengan 

menggunakan biaya perolehan, karena cara 

utama dalam mendapatkan alat kontrasepsi 

yaitu pengadaan barang yang dikirim oleh 

supplier; 3) Perwakilan BKKBN Provinsi 

Jawa Timur menerapkan metode First In First 

Out (FIFO) pada saat proses pengeluaran 

persediaan alat kontarsepsi dari gudang. 

Pencatatan yang diterapkan yaitu metode 

Perpetual yaitu mencatat setiap barang masuk 

dan keluar pada kartu persediaan, sehingga 

nilai dalam kartu persediaan selalu 

diperbarui. Pencatatan beban persediaan 

yang diterapkan oleh Perwakilan BKKBN 

Provinsi Jawa Timur adalah pendekatan aset. 

Beban diakui ketika telah dipakai atau telah 

didistribusikan kepada pihak ketiga.; 4) 

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur 

menyajikan dan mengungkapkan persediaan 

alat kontrasepsi dengan baik, tetapi belum 

sepenuhnya sesuai dengan PSAP No. 05. 

 

Saran dan Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian serta 

kesimpulan yang telah dijelaskan di atas 

terdapat saran yang bisa dipertimbangkan 

oleh peneliti selanjutnya, yaitu a) Peneliti 

diharapkan segera mempersiapkan subjek 

penelitian yang akan di kunjungi untuk 

penelitian; b)Peneliti diharapkan segera 

mempersiapkan berkas-berkas yang akan 

ditujukan kepada subjek penelitian sejak jauh 

hari; c) Peneliti diharapkan menyajikan hasil 

penelitian sebenar-benarnya dan tidak ada 

manipulasi data; d) Peneliti diharapkan dapat 

mengembangkan penelitian perlakuan 

akuntansi khususnya persediaan pada subjek 

penelitian yang berbeda tetapi sejenis; e) 

Peneliti juga dapat mengembangkan 

penelitian perlakuan akuntansi pada aspek 
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lain jika meneliti subjek penelitian yang 

sama. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan, terdapat beberapa 

implikasi atau saran yang dapat 

dipertimbangkan oleh Intansi guna 

meningkatkan kinerja pada Perwakilan 

BKKBN Provinsi Jawa Timur, yaitu a) 

Diharapkan pada saat penyajian nilai 

persediaan pada neraca, hendaknya pada saat 

melaksanan stock opname harus diteliti 

kembali kondisi persediaan alat kontarsepsi 

yang rusak atau usang dan nilai atas 

persediaan alat kontrasepsi yang rusak atau 

usang tersebut harus di keluarkan dari neraca; 

b) Diharapkan pada saat pengungkapan di 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK) hendaknya dijelaskan bagaimana 

kondisi persediaan alat kontrasepsi secara 

detail agar Laporan Keuangan yang 

ditampilkan kepada Masyarakat benar-benar 

valid. 
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